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Mengingat

d

bahwa untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna
pemungutan Pajak Reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Balikpapan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame, maka
perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;

bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Walikota;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);



8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara
Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3339);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan Secara
Lelang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4488);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara
Nomor 5161);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak
Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau
Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179);

17.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan  Perundang-
undangan;

18. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Keija Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota
Balikpapan Tahun 2008 Nomor 17 Seri D);

19. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010
Nomor 7 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan
Nomor 4);






12. Reklame Neon Box adalah reklame yang diselenggarakan berupa
gambar, Ilukisan atau tulisan pada kotak/box rangka besi,
alumunium atau sejenisnya dengan tertutup menggunakan bahan
plastik, fiberglas, dicat atau bahan jadi dari jenis vinil/plastik tebal
atau sejenisnya, serta diberi penerangan lampu pada bagian dalam
kotak/box yang pemasangannya tidak menggunakan konstruksi
secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar,
melintang atau menyilang jalan.

13. Reklame Neon Sign adalah reklame yang diselenggarakan berupa
gambar, lukisan atau tulisan dari bahan lampu neon sign (lampu
neon Kkecil berwarna) yang dipasang pada papan/board dengan
rangka dan plat besi, alumunium dicat serta pemasangannya tidak
menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada
dinding baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.

14. Reklame Baliho adalah reklame yang diselenggarakan berupa
gambar/lukisan dan/atau tulisan yang terdiri dari bahan Kkain,
plastik disablon, papan, triplek, fiberglass, dan bahan lainnya yang
sejenis untuk kegiatan tertentu dengan perletakan/penempatannya
menggunakan rangka/board besi, alumunium di las/rivet/bout
atau kayu/bambu diikat kawat atau tali dan bersifat tidak
permanen.

15.Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan berupa
gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan menggunakan bahan
kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lainnya yang
sejenis dengan itu, yang dipasang dengan cara digantungkan
horizontal/vertikal dengan menggunakan tali pengikat dan/atau
memakai tiang besi/bambu.

16. Reklame Melekat/Poster/Stiker adalah reklame yang
diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan
berbentuk lembaran lepas di sablon atau dicetak/offset, dengan
cara disebarkan, ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau
digantungkan pada suatu benda.

17. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas,
diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat
diminta dengan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang,
digantungkan pada suatu benda lain.

18. Reklame Beijalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan
atau ditempelkan pada kendaraan bermotor berupa gambar,
lukisan dan/atau tulisan.

19. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan
menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang
ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.

20. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara
dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang
sejenis.

21.Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan berupa
gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan cara disebarkan atau
dipasang pada suatu alat/benda yang diletakkan di atas
permukaan air.

22. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan
cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan
yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau
dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
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BAB 11

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
Pasal2

(1) Data Wajib Pajak diperoleh melalui kegiatan pendaftaran dan
pendataan terhadap objek dan subjek pajak dengan menggunakan
SPOPD.

(2) Wajib Pajak setelah menerima SPOPD wajib mengisi secara benar,
jelas, lengkap, ditandatangani dan disampaikan ke Bidang
Pendataan dan Pendaftaran, paling lambat 15 (lima belas) hari
sebelum penyelenggaraan reklame, kecuali ditentukan lain dengan
melampirkan:

a. Fotocopy identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa
(KTP, SIM, paspor);

b. Fotocopy Akte pendirian perusahaan;

c. Surat perjanjian kontrak pembuatan dan/atau pemasangan
reklame, apabila diselenggarakan pihak ketiga.

(3) Apabila batas waktu penyampaian SPOPD jatuh pada hari libur,
maka batas waktu penyampaian SPOPD jatuh pada 1 (satu) hari
keija berikutnya.

(4) SPOPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani
oleh Wajib Pajak dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran mencatat formulir
SPOPD yang telah disampaikan Wajib Pajak dalam Daftar Induk
Wajib Pajak berdasarkan Nomor Urut yang digunakan sebagai
dasar menerbitkan NPWPD.

(6) Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Pendapatan Daerah
menerbitkan NPWPD secara jabatan.

Pasal3

(1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak
dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian
SPOPD paling lama 5 (lima) hari keija.

(2 Permohonan perpanjangan penyampaian SPOPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan
yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal4

(1) Setiap penyelenggaraan reklame Spanduk, Umbul-Umbul, Banner
dan sejenisnya, wajib dilaporkan oleh Wajib Pajak kepada Dinas
Pendapatan Daerah sebelum pemasangan dilakukan.2

(2) Keabsahan pemasangan reklame Spanduk, Umbul-Umbul, Banner
dan sejenisnya ditandai dengan pemberian stempel/cap oleh Dinas
Pendapatan Daerah yang berlaku sebagai bukti lunas pajak.



BAB 11
NILAI SEWA REKLAME
Bagian Kesatu
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 5
(1, Dasar pengenaan pajak adalah NSR.

2, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan
indikator:
a. NSL;
b. Ukuran/Satuan Media Reklame;
c. Jangka Waktu;
d. Harga Satuan Reklame.

(3) NSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditentukan
berdasarkan indikator:
a. Nilai Kawasan;
b. Nilai Sudut Pandang;
c. Nilai Lebar Jalan;
d. Nilai Ketinggian.

(@) Penetapan besarnya Indeks masing-masing Indikator NSL,
dinyatakan ke dalam bentuk Tabel yang tercantum dalam Lampiran
| Peraturan Walikota ini.

(5) Ukuran/Satuan Media Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat
(2 huruf b diukur dari luas reklame yang dipasang per M2 (meter

persegi).

6, Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diukur
dari lamanya penyelenggaraan reklame.

(7) Harga Satuan Reklame dimaksud pada ayat (2) huruf d, diukur
berdasarkan biaya pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan
reklame.

., Ukuran/Satuan Media Reklame, Jangka Waktu dan Harga Satuan
Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7),
tercantum dalam Lampiran Il Peraturan Walikota ini.

Pasal6

(1, Indikator penentu Nilai Kawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (3) huruf a, diukur dari klasifikasi Kelas Jalan sesuai
tingkat strategis dan komersial peletakan reklame dan diberi bobot
30% (tiga puluh persen), yang dirinci sebagai berikut:

Klasifikasi Utama;

Klsifikasi A,

Klasifikasi B;

Klasifikasi C;

Klasifikasi D;

Klasifikasi E.

2y Indikator penentu Nilai Sudut Pandang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, diukur dari jumlah persimpangan
dan arah jalan peletakan reklame dan diberi bobot 30% (tiga puluh
persen), dengan ketentuan sebagai berikut:

SR o O O

a. Sudut pandang 5 score 10;
b. Sudut pandang 4 score 8;
c. Sudut pandang 3 score 6;
d. Jalan 2 arah score 4;
e. Jalan 1larah score 2.














































































